BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR %! TAHUN 2012
TENTANG

HARGA SATUAN TARIF DASAR AIR TANAH

UNTUK PAJAK AIR TANAH
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan daerah Nomor 2

Mengingat :

tahun 2012 tentang Pajak Daerah, maka perlu adanya
petunjuk sebagai pedoman pelaksanaan mengenan
pengelolan pajak air tanah.

b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana huruf a

diatas, perlu ditetapkan dengan peraturan Bupati
Tanjung Jabung Timur.

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung
Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3908) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54
Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi
dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 81,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3969);

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Badan
Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara
Repoblik Indonesia Nomor 4189);

. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang

Penagihan Pajak dengan surat paksa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Pengadilan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran
Negara Republik Indonesia N?_zpor 398);
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10.

11.

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daecrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian urusan Pemerintahan, antara Pemerintah
Daerah Provinsi dan Pemerintahan  Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan Menteri
dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan keuangan Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun
1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak
Daerah;

Peraturan Daerah kabupaten Tanjung Jabung Timur
Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah ( Lembaran
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012
Nomor 2 ); B



MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA SATUAN TARIF

DASAR UNTUK PAJAK AIR TANAH

BAB1

KETENTUAN UMUM
Pasall

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

3.

10.

11.

12.

13.

14.

Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur;

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung
Timur;

Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Kepala
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Timur;

Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang
Perpajakan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku;

Pajak Daerah selanjutnya disebut Pajak, adalah iuran wajib yang
dilakukan oleh orang pribadi atau badan Kepala Daerah tanpa
imbalan

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau
pemanfaatan air tanah;

Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau
batuan dibawah permukaan tanah;

Wajib Pajak yang selanjutnya disebut wajib pajak adalah orang
pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak
dan pemungut pajak,yang mempunyai hak dan kewajiban
perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan Perpajakan Daerah;

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu} bulan kelender atau
Jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama
3 (Tiga) bulan kelender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk
menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang;

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu} tahun
takwimn kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun yang tidak
sama dengan tahun takwim;

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu
saat, dalamn Masa Pajak,dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian
Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan perpajakan daerah; ‘
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya
pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak, penentuan
besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak
atau retribusi kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya;
Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPTPD
adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak yang terutang
menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD
adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan
pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah
atau ketempat lain yang ditetapkan oleh Bupati;

Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD,
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah
pokok pajak yang terutang;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya
disebut SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
besarnya jumiah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah
kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi
dan jumlah yang masih harus dibayar;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang
selanjutnya disebut SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
Surat Ketetapan Pajak Nihil, selanjutnya disingkat SKPDN,adalah
surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang
sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak
terutang dan tidak ada kredit pajak;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, sclanjuinya disingkat
SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran pajak karena kredit pajak lebih besar dari
pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut STPD adalah
surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi
berupa bunga atau denda;

Surat keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang
membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau
kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak
Daerah,Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar,Surat Kettapan
Pajak daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar,Surat
Tagihan Pajak Daerah,Surat Keputusan Pembetulan,atau Surat
Keputusan Keberatan;

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan
terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan
Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat
Ketetapan Pajak daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar,
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26. atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga
yang diwajibkan oleh Wajib Pajak;

27. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara
teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang
meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya,serta
jumlah harga perolechan dan penyerahan dan penyerahan barang
atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa
neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut;

BAB 11
TARIF DAN HARGA STANDAR PAJAK AIR TANAH

Pasal 2

Besarnya Tarif Pajak Air Tanah sebagaimana diatur pasal 43 Peraturan
Daerah Nomor 2 Tahun 2012 sebesar 20% (dua puluh persen).

BAB III

DASAR PENGENAAN PAJAK, TARIF PAJAK DAN TATA CARA
PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 3
1. Dasar Pengenaan Pajak pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah
adalah Nilai Perolehan Air tanah;
2. Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan
sebagai berikut :

NO. KEGIATAN AIR TANAH

1 | Yang digunakan oleh Pertamina dan Rp. 125/m3
Para Kontraktornya untuk kegiatan
Industri Pertambangan Minyak dan

Gas Bumi.
2 | Yang digunakan oleh PDAM. Rp. 125/m3
3 | Yang digunakan oleh Perusahaan Rp. 125/m3
Perkebunan.
4 |Yang digunakan untuk keperluan Rp. 75/m3

Rumah Tangga Perorangan yang
pemakaiannya lebih dari 100 m3
perbulan.

S5 | Yang digunakan untuk usaha Koperasi. | Rp. 60/m3

6 | Yang digunakan untuk usaha lain yang | Rp. 250/m3
bersifat komersial di wilayah
Kab.Tanjung Jabung Timur
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